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PRAKATA 

 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul "Hukum 

Wakaf: Tinjauan Komprehensif Terhadap Aspek Hukum Dan Syariah" 

ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun dengan tujuan 

untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif 

mengenai hukum wakaf dari dua perspektif utama, yaitu aspek hukum 

positif dan syariah. 

Wakaf merupakan salah satu institusi keagamaan yang memiliki 

peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam. 

Selain sebagai bentuk ibadah dan amal jariyah, wakaf juga memiliki 

dimensi hukum yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang baik 

agar dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan 

akan literatur yang memadai dan mendalam mengenai hukum wakaf. 

Dalam penyusunan buku ini, kami berupaya untuk mengkaji 

berbagai aspek hukum wakaf secara menyeluruh. Dimulai dari konsep 

dasar wakaf, sejarah dan perkembangan wakaf di berbagai negara, 

hingga implementasi wakaf di Indonesia. Selain itu, buku ini juga 

membahas berbagai isu kontemporer yang terkait dengan wakaf, seperti 

pengelolaan aset wakaf, peran pemerintah dan masyarakat dalam 

mengoptimalkan potensi wakaf, serta tantangan dan peluang yang 

dihadapi dalam pengembangan wakaf di era modern. 

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat 

bagi para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan seluruh pihak yang 

memiliki kepedulian terhadap perkembangan hukum wakaf. Semoga 

buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memajukan 

pemahaman dan penerapan hukum wakaf di Indonesia dan di dunia 

Islam pada umumnya. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para 

pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan di edisi-edisi 

berikutnya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua 
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pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam 

penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang 

besar bagi pembaca dalam memahami dan menerapkan pengukuran 

serta instrumentasi listrik dengan baik. 

 

Selamat membaca 

Penulis  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 

 

 

 

A. DEFINISI WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SYARIAH 

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam 

yang berperan besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. 

Dalam perspektif hukum positif, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan 

hukum seseorang atau sekelompok orang yang memisahkan sebagian 

harta miliknya untuk kepentingan umum yang bersifat keagamaan atau 

sosial. Sementara itu, dalam hukum syariah, wakaf memiliki definisi yang 

lebih spiritual, yakni menyerahkan sebagian harta untuk kepentingan 

umat dengan niat lillahi ta'ala (karena Allah SWT), yang kemudian harta 

tersebut tidak boleh dipindahtangankan atau diwariskan. Kedua 

perspektif ini memiliki perbedaan dalam hal administrasi dan 

pengelolaan, namun sama-sama menekankan pentingnya niat dan tujuan 

mulia di balik perbuatan wakaf. Melalui wakaf, diharapkan tercipta 

keadilan sosial dan pemerataan ekonomi yang lebih baik di kalangan 

masyarakat Islam. Persamaan dan perbedaan ini mencerminkan 

fleksibilitas wakaf sebagai konsep yang dapat beradaptasi dengan 

berbagai sistem hukum yang ada. 

1. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Positif (umum) 

Dalam hukum umum, wakaf didefinisikan sebagai pemberian aset 

yang dimiliki seseorang atau entitas untuk kepentingan umum atau 
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khusus, yang dikelola oleh badan hukum yang diakui dan 

bertanggung jawab untuk mengelola aset tersebut sesuai dengan 

tujuan wakaf. Secara lebih rinci, wakaf adalah "suatu perbuatan 

hukum di mana seseorang atau badan hukum menyerahkan sebagian 

dari hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka 

waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan" (Prasetyo, 2020, p. 45) . 

Di Indonesia, pengaturan tentang wakaf secara rinci diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004. Menurut undang-undang ini, wakaf 

melibatkan tiga pihak utama: wakif (pemberi wakaf), nadzir 

(pengelola wakaf), dan objek wakaf. Nadzir bertanggung jawab untuk 

mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan oleh wakif. Undang-undang ini juga menjamin 

bahwa aset wakaf harus dilindungi dari penyalahgunaan dan harus 

dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas. 

Hukum umum mengakui beberapa prinsip dasar dalam 

pengelolaan wakaf. Pertama, prinsip kekekalan (permanence), yang 

berarti bahwa aset yang diwakafkan harus tetap utuh dan tidak boleh 

dijual, diwariskan, atau dipindah tangankan kecuali untuk tujuan 

yang lebih besar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, 

prinsip keberlanjutan (sustainability), yang menekankan bahwa hasil 

atau manfaat dari aset wakaf harus digunakan secara terus-menerus 

untuk mencapai tujuan wakaf yang telah ditetapkan. Ketiga, prinsip 

akuntabilitas (accountability), yang memastikan bahwa nadzir harus 

melaporkan secara berkala tentang pengelolaan dan pemanfaatan 
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aset wakaf kepada pihak berwenang dan masyarakat. Menurut 

Fathurrahman (2021), prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga 

integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi wakaf, serta 

untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat memberikan manfaat 

yang maksimal bagi masyarakat (Fathurrahman, 2021, p. 123) . Selain 

itu, transparansi dalam pengelolaan wakaf juga dianggap krusial 

dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan korupsi. 

2. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Syariah 

Menurut hukum syariah, wakaf adalah tindakan menyerahkan 

harta yang bernilai untuk digunakan bagi kepentingan umum atau 

khusus secara permanen, tanpa mengurangi hak milik harta tersebut 

di sisi Allah SWT. Definisi ini menunjukkan bahwa wakaf adalah 

ibadah maliyah (berkaitan dengan harta) yang memberikan manfaat 

jangka panjang kepada penerima. Sebagaimana diungkapkan oleh 

Abu Zahrah, wakaf adalah "menahan harta yang dapat diambil 

manfaatnya, dengan tetap menjaga bendanya, untuk tujuan 

mendekatkan diri kepada Allah SWT" . 

Wakaf memiliki beberapa karakteristik yang khas dalam hukum 

syariah. Pertama, sifat keabadian harta wakaf (ta'abbud). Harta yang 

diwakafkan harus tetap utuh dan tidak boleh berkurang nilainya. 

Kedua, tujuan kebaikan (khayr) dan manfaat bagi umat. Ketiga, 

perbuatan sukarela dan tidak ada unsur paksaan (ikhtiyariyah). 

Dalam perspektif syariah, wakaf juga melibatkan niat yang tulus dari 

pemberi wakaf (waqif) untuk mendapatkan pahala di sisi Allah SWT 

Abu Zahrah, M. (2020). 

Wakaf memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Hadis. 

Salah satu landasan penting dari Al-Quran adalah ayat yang 
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konsep wakaf dengan baik, perlu diketahui syarat dan rukun yang harus 

dipenuhi agar wakaf tersebut sah menurut syariah. 

Syarat Pewakif (Orang yang Mewakafkan), Syarat pertama yang harus 

dipenuhi adalah terkait dengan pewakif, yaitu individu atau badan hukum 

yang mewakafkan harta. Pewakif haruslah seseorang yang memiliki 

kapasitas hukum, artinya orang tersebut harus berakal sehat, dewasa, 

dan memiliki kebebasan dalam bertindak. Selain itu, pewakif juga harus 

memiliki kepemilikan penuh atas harta yang diwakafkan. Menurut Syekh 

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya "Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh", 

pewakif haruslah "orang yang merdeka, berakal, baligh, dan memiliki 

kemampuan penuh atas hartanya" (Az-Zuhaili, 2020). Hal ini 

menunjukkan bahwa anak kecil, orang gila, dan orang yang berada di 

bawah perwalian atau pengampuan tidak memenuhi syarat untuk 

menjadi pewakif. 

Syarat Harta yang Diwakafkan, Harta yang diwakafkan juga harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu agar wakaf menjadi sah. Syarat utama 

harta wakaf adalah bahwa harta tersebut harus berupa benda yang bisa 

dimanfaatkan tanpa habis penggunaannya. Ini berarti bahwa harta yang 

diwakafkan haruslah memiliki sifat kekal dan dapat memberikan manfaat 

berkelanjutan, seperti tanah, bangunan, atau pohon. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam "Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab", 

harta yang diwakafkan "haruslah benda yang tahan lama dan dapat 

diambil manfaatnya tanpa mengurangi zat aslinya" (Nawawi, 2021). Oleh 

karena itu, benda-benda yang habis pakai, seperti makanan atau uang 

tunai yang tidak diinvestasikan, tidak dapat dijadikan wakaf menurut 

pandangan mayoritas ulama. 
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Syarat Tujuan Wakaf, Tujuan wakaf haruslah untuk kebaikan dan 

kebajikan umum. Wakaf tidak sah jika tujuannya bertentangan dengan 

prinsip-prinsip syariah atau untuk kemaksiatan. Tujuan wakaf harus 

dinyatakan dengan jelas oleh pewakif dan harus ditujukan untuk hal-hal 

yang bermanfaat secara umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan 

kesejahteraan sosial. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan 

Fauzi dalam jurnal "Journal of Islamic Philanthropy" tahun 2022, mereka 

menyatakan bahwa "tujuan wakaf harus difokuskan pada hal-hal yang 

membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan tidak boleh 

bertentangan dengan nilai-nilai Islam" (Hasan & Fauzi, 2022). Ini berarti 

tujuan wakaf haruslah murni untuk mendatangkan manfaat bagi umat 

dan bukan untuk keuntungan pribadi pewakif. 

Syarat Penerima Wakaf,  Penerima wakaf, atau yang dikenal dengan 

istilah mawquf 'alayh, juga harus memenuhi syarat tertentu. Penerima 

wakaf bisa berupa individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki 

tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerima wakaf harus 

mampu mengelola harta wakaf dengan baik dan memastikan bahwa 

manfaat wakaf tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang berhak. 

Dalam kajian yang dilakukan oleh Rahman dan Ismail pada jurnal "Islamic 

Economic Studies" tahun 2023, mereka menyebutkan bahwa "penerima 

wakaf haruslah entitas yang memiliki kapasitas dan integritas dalam 

mengelola harta wakaf untuk tujuan yang sesuai dengan niat pewakif" 

(Rahman & Ismail, 2023). Oleh karena itu, penting bagi pewakif untuk 

memilih penerima wakaf yang terpercaya dan mampu menjalankan 

amanah dengan baik. 

Proses Pengikraran Wakaf, Selain syarat-syarat di atas, proses 

pengikraran wakaf juga harus dilakukan dengan cara yang sah. Ikrar 
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wakaf harus dilakukan secara lisan atau tertulis di hadapan saksi-saksi 

yang dapat dipercaya. Proses ini penting untuk memastikan bahwa niat 

pewakif dinyatakan dengan jelas dan tidak ada unsur paksaan atau 

kesalahan dalam pengikraran wakaf. Dalam prakteknya, proses 

pengikraran wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini mensyaratkan bahwa 

ikrar wakaf harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dokumentasi ikrar 

wakaf kemudian harus disahkan oleh notaris untuk memastikan 

keabsahan hukum dari wakaf tersebut. 

Kesimpulannya, Syarat-syarat sahnya wakaf menurut syariah 

mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pewakif, harta yang 

diwakafkan, tujuan wakaf, penerima wakaf, dan proses pengikraran 

wakaf. Semua syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa wakaf 

dilakukan dengan cara yang sah dan memberikan manfaat jangka panjang 

bagi umat. Memahami dan mematuhi syarat-syarat ini penting untuk 

menjaga integritas dan keberlanjutan wakaf sebagai instrumen keuangan 

sosial dalam Islam. 

1. Rukun-Rukun Wakaf 

Dalam perspektif hukum Islam, wakaf harus memenuhi beberapa 

syarat yang ketat agar dianggap sah dan dapat memberikan manfaat 

jangka panjang bagi penerima manfaat (Rahman, 2020) . Pengelolaan 

wakaf yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk 

memastikan bahwa tujuan wakaf dapat tercapai dan memberikan 

dampak positif bagi masyarakat (Zulfiqar, 2022) . Dalam hukum 

Islam, rukun merupakan elemen esensial yang harus ada agar suatu 

amalan dianggap sah. Rukun wakaf terdiri dari empat elemen utama 
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a. Pewakif 

Pewakif adalah orang yang memberikan hartanya untuk wakaf. 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pewakif agar wakafnya 

sah: 

1) Berakal sehat 

Pewakif harus berada dalam keadaan sadar dan mampu 

mengambil keputusan yang rasional. 

2) Dewasa 

Pewakif harus sudah baligh, artinya sudah mencapai usia dewasa 

menurut hukum Islam. 

3) Sukarela 

Wakaf harus dilakukan tanpa paksaan, melainkan dengan 

kehendak dan niat yang tulus dari pewakif. 

4) Pemilik sah harta 

Pewakif harus memiliki harta yang diwakafkan secara sah dan 

penuh. 

Pewakif memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan 

bahwa wakaf yang diberikan benar-benar digunakan untuk tujuan 

yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini 

menunjukkan betapa pentingnya niat dan kesadaran dalam 

menjalankan ibadah wakaf. 

b. Benda Wakaf 

Benda wakaf adalah harta yang diwakafkan oleh pewakif. Agar 

wakaf sah, benda wakaf harus memenuhi beberapa syarat: 

1) Benda bernilai 

Benda yang diwakafkan harus memiliki nilai dan manfaat bagi 

penerima wakaf. 
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2) Kepemilikan penuh 

Benda tersebut harus sepenuhnya milik pewakif dan tidak dalam 

status pinjaman atau sengketa. 

3) Permanen 

Benda wakaf harus bersifat tetap dan tidak boleh mudah rusak 

atau habis. Misalnya, tanah atau bangunan lebih diutamakan 

dibandingkan dengan benda yang dapat habis terpakai seperti 

makanan. 

4) Dapat dipindahkan atau tidak dipindahkan 

Benda wakaf bisa berupa barang yang dapat dipindahkan seperti 

uang atau benda yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah. 

Dalam praktiknya, tanah dan bangunan sering dijadikan benda 

wakaf karena sifatnya yang permanen dan dapat dimanfaatkan dalam 

jangka panjang. Namun, saat ini wakaf tunai juga telah banyak 

diterapkan, yang mana uang yang diwakafkan diinvestasikan dan 

hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. 

c. Tujuan Wakaf 

Tujuan wakaf harus jelas dan sesuai dengan ketentuan syariah. 

Tujuan ini harus mengarah pada kemaslahatan umat dan 

mendatangkan manfaat yang berkelanjutan. Beberapa tujuan wakaf 

yang umum meliputi: 

1) Pendidikan 

Misalnya, mendirikan sekolah, universitas, atau menyediakan 

beasiswa untuk siswa yang kurang mampu. 

2) Kesehatan 

Membangun rumah sakit, klinik, atau menyediakan layanan 

kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. 
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3) Kesejahteraan sosial 

Membantu fakir miskin, mendirikan panti asuhan, atau 

memberikan bantuan untuk perumahan bagi kaum dhuafa. 

Tujuan wakaf harus dirumuskan dengan jelas oleh pewakif dan 

dicatat dalam ikrar wakaf. Hal ini penting agar nadzir (pengelola 

wakaf) dapat menjalankan amanah pewakif dengan benar dan sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan. 

d. Penerima Wakaf 

Penerima wakaf atau mauquf ‘alaih adalah pihak yang menerima 

manfaat dari harta wakaf. Penerima wakaf bisa bersifat individu 

maupun kolektif, dengan syarat: 

1) Muslim 

Dalam kebanyakan mazhab, penerima wakaf harus seorang 

Muslim, meskipun ada beberapa pengecualian dalam kondisi 

tertentu. 

2) Layak menerima manfaat 

Penerima wakaf harus termasuk dalam golongan yang berhak 

menerima manfaat menurut syariah, seperti fakir miskin, anak 

yatim, atau institusi yang mendukung kepentingan umum. 

3) Spesifik atau tidak spesifik 

Pewakif dapat menentukan penerima wakaf secara spesifik 

(misalnya, suatu lembaga pendidikan tertentu) atau tidak spesifik 

(misalnya, kaum dhuafa di suatu wilayah). 

Pemilihan penerima wakaf harus dilakukan dengan hati-hati dan 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pewakif dalam 

ikrar wakaf. Nadzir bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 
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manfaat wakaf disalurkan kepada pihak yang tepat dan sesuai dengan 

tujuan wakaf. 

2. Perbedaan Syarat dan Rukun Wakaf antara Berbagai Mazhab 

Wakaf, sebagai salah satu instrumen penting dalam ekonomi 

Islam, memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi 

untuk dianggap sah. Namun, pemahaman dan interpretasi mengenai 

syarat dan rukun ini bisa berbeda antara mazhab-mazhab utama 

dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Perbedaan-

perbedaan ini berakar dari metode ijtihad (penalaran hukum) yang 

digunakan oleh masing-masing mazhab dan sumber-sumber hukum 

yang mereka prioritaskan. 

a. Syarat dan Rukun Wakaf Menurut Mazhab Hanafi 

Dalam pandangan Mazhab Hanafi, wakaf dianggap sah ketika 

seorang pewakif (orang yang mewakafkan) menyatakan niatnya 

dengan jelas. Hanafi menekankan bahwa wakaf tidak harus 

bersifat permanen dan bisa bersifat sementara dengan batas 

waktu tertentu. Pewakif juga memiliki hak untuk menarik 

kembali wakafnya jika belum diserahkan kepada penerima wakaf. 

Menurut Hanafi, salah satu syarat utama adalah bahwa benda 

yang diwakafkan harus memiliki nilai yang tetap dan tidak mudah 

rusak. Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Faridah dan Hamza (2021), disebutkan bahwa “Mazhab Hanafi 

memungkinkan wakaf bersifat temporer dan memberikan 

fleksibilitas kepada pewakif untuk menarik kembali wakafnya 

sebelum diserahkan kepada nadzir (pengelola wakaf)” (Faridah 

& Hamza, 2021, p. 45). 

  



Hukum Wakaf: Tinjauan Komprehensif terhadap Aspek Hukum dan Syariah | 155 

Selain itu, studi kasus juga menyoroti perlunya transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf. Dalam penelitian terbaru 

yang dipublikasikan oleh Rahman dan Siregar (2021), mereka 

menekankan bahwa "Transparansi dalam pengelolaan dana wakaf tidak 

hanya penting untuk memastikan kepercayaan masyarakat, tetapi juga 

untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana wakaf." Dengan adanya 

transparansi, masyarakat dapat memantau penggunaan dana wakaf dan 

memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara optimal untuk tujuan 

yang dimaksud. 

Melalui pembelajaran dari studi kasus yang ada, kita dapat 

menyimpulkan bahwa kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas 

merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan wakaf produktif. 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan wakaf 

dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pembangunan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 
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BAB 9 
PERAN LEMBAGA 
KEUANGAN SYARIAH 
DALAM PENGELOLAAN 
WAKAF 

 

 

 

 

A. KETERLIBATAN BANK SYARIAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF 

Bank syariah memainkan peran penting dalam pengelolaan wakaf, 

sebuah instrumen keuangan Islam yang telah ada sejak zaman Nabi 

Muhammad SAW. Dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat, bank 

syariah memastikan bahwa pengelolaan dana wakaf dilakukan secara 

transparan dan sesuai dengan ketentuan Islam. Wakaf, yang pada 

dasarnya adalah pemberian aset yang tidak dapat dialihkan, digunakan 

untuk tujuan amal dan peningkatan kesejahteraan umat. Bank syariah 

berperan sebagai fasilitator, menyediakan berbagai produk keuangan 

seperti wakaf tunai dan sukuk wakaf, yang memungkinkan umat Islam 

untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf secara lebih luas. Selain itu, 

bank syariah juga memberikan dukungan dalam bentuk pembiayaan dan 

kemitraan dengan lembaga wakaf, sehingga pengelolaan aset wakaf dapat 

dilakukan secara profesional dan produktif. Keterlibatan ini tidak hanya 
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memperkuat ekonomi umat tetapi juga memastikan bahwa manfaat 

wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat luas. 

1. Peran Bank Syariah dalam Mendukung Wakaf 

Wakaf, sebagai salah satu instrumen filantropi dalam Islam, 

memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi 

dan sosial umat. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, 

diperlukan peran serta lembaga keuangan yang dapat mengelola dan 

mengembangkan dana wakaf secara profesional dan akuntabel. Bank 

syariah hadir sebagai perantara yang ideal dalam transaksi wakaf 

karena prinsip-prinsip operasionalnya yang sesuai dengan syariah 

Islam. 

Bank syariah berfungsi sebagai perantara dalam transaksi wakaf 

melalui beberapa mekanisme. Pertama, bank syariah dapat 

menyediakan layanan administrasi dan pencatatan wakaf yang 

transparan. Kedua, bank syariah mampu menyalurkan dana wakaf ke 

proyek-proyek yang sesuai dengan tujuan wakaf, seperti 

pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ketiga, 

bank syariah juga berperan dalam mengelola investasi dana wakaf 

sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk 

tujuan sosial yang lebih luas. 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara, bank syariah 

memanfaatkan teknologi keuangan yang canggih untuk memastikan 

keamanan dan transparansi transaksi wakaf. Penggunaan sistem 

perbankan elektronik memungkinkan proses pencatatan dan 

pelaporan dana wakaf dilakukan secara real-time, sehingga 

memudahkan para wakif (pemberi wakaf) dan penerima manfaat 

untuk memonitor penggunaan dana wakaf. Selain  itu,  bank  syariah  
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juga menyediakan platform digital yang memungkinkan masyarakat 

untuk melakukan wakaf secara mudah dan cepat, baik melalui internet 

banking maupun aplikasi mobile. 

Menurut sebuah studi oleh Karim et al. (2021), "Bank syariah 

memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan wakaf dengan 

menyediakan infrastruktur keuangan yang aman dan terpercaya, serta 

menawarkan berbagai produk keuangan syariah yang dapat 

mengoptimalkan potensi wakaf" . Dengan demikian, keberadaan bank 

syariah sebagai perantara transaksi wakaf tidak hanya meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf, tetapi juga 

mendorong partisipasi yang lebih luas dalam program-program wakaf. 

Disisi lain, Kemitraan antara bank syariah dan lembaga wakaf 

merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan dan 

pengembangan dana wakaf. Program kemitraan ini bertujuan untuk 

memadukan keahlian bank syariah dalam mengelola keuangan dengan 

misi sosial lembaga wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat. 

Salah satu bentuk kemitraan yang efektif adalah melalui pendirian 

unit layanan wakaf di bank syariah yang bekerja sama dengan lembaga 

wakaf. Unit ini berfungsi sebagai pusat informasi dan pelayanan wakaf 

yang menyediakan konsultasi, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf. 

Selain itu, unit layanan wakaf juga bertugas mengedukasi masyarakat 

tentang pentingnya wakaf dan cara-cara berwakaf melalui bank syariah. 

Program kemitraan lainnya adalah pembiayaan bersama proyek-

proyek wakaf produktif. Dalam skema ini, bank syariah dan lembaga 

wakaf berkolaborasi untuk mendanai proyek-proyek yang dapat 

menghasilkan pendapatan berkelanjutan, seperti pembangunan properti 

komersial atau investasi dalam sektor agribisnis. Hasil dari investasi ini 
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kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan sosial dan kemanusiaan 

yang sesuai dengan tujuan wakaf. 

Kerjasama antara bank syariah dan lembaga wakaf juga dapat 

diwujudkan melalui program pengembangan kapasitas. Bank syariah 

menyediakan pelatihan dan dukungan teknis bagi pengelola wakaf untuk 

meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan 

mengembangkan dana wakaf. Program ini mencakup pelatihan dalam 

bidang keuangan, manajemen proyek, serta penggunaan teknologi 

informasi untuk pengelolaan wakaf. 

Sebuah penelitian oleh Ariffin et al. (2022) menyatakan, "Kolaborasi 

antara bank syariah dan lembaga wakaf dapat meningkatkan efisiensi 

pengelolaan dana wakaf dan memastikan bahwa dana tersebut 

digunakan secara optimal untuk tujuan sosial dan kemanusiaan" . 

Kemitraan ini tidak hanya memperkuat kapasitas lembaga wakaf tetapi 

juga meningkatkan dampak sosial dari program-program wakaf yang 

dijalankan. 

Salah satu kontribusi penting bank syariah dalam mendukung wakaf 

adalah melalui penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek wakaf. 

Pembiayaan ini mencakup berbagai skema, mulai dari pembiayaan 

investasi hingga pembiayaan operasional, yang semuanya disesuaikan 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

Bank syariah menawarkan produk pembiayaan yang dapat digunakan 

untuk mendanai pembangunan dan pengembangan aset wakaf, seperti 

gedung sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Produk 

pembiayaan ini termasuk pembiayaan murabahah (jual beli dengan 

margin keuntungan), ijarah (sewa guna usaha), dan musharakah 

(kemitraan). Melalui skema-skema ini, bank syariah dapat membantu 
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lembaga wakaf mengakses dana yang diperlukan untuk merealisasikan 

proyek-proyek mereka. 

Selain itu, bank syariah juga berperan dalam mendukung pembiayaan 

wakaf tunai. Dalam skema ini, dana yang diwakafkan oleh masyarakat 

dikumpulkan dan dikelola oleh bank syariah untuk diinvestasikan dalam 

proyek-proyek yang produktif. Hasil dari investasi ini kemudian 

digunakan untuk tujuan sosial yang telah ditetapkan oleh wakif. 

Pembiayaan wakaf tunai ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan 

skala dan dampak dari program-program wakaf, karena memungkinkan 

dana wakaf untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang 

berkelanjutan. 

Bank syariah juga mendukung pembiayaan proyek wakaf melalui 

penerbitan sukuk wakaf. Sukuk wakaf adalah instrumen keuangan yang 

diterbitkan untuk mengumpulkan dana dari investor yang kemudian 

digunakan untuk mendanai proyek-proyek wakaf. Keuntungan dari 

proyek tersebut kemudian dibagikan kepada para investor dan 

digunakan untuk tujuan sosial. Skema sukuk wakaf ini tidak hanya 

memberikan alternatif pembiayaan yang inovatif tetapi juga 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program wakaf. 

Menurut penelitian oleh Muneeza et al. (2023), "Pembiayaan oleh 

bank syariah untuk proyek wakaf dapat meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas pengelolaan wakaf, serta memastikan bahwa dana wakaf 

dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat" . Dukungan 

pembiayaan ini memungkinkan lembaga wakaf untuk 

mengimplementasikan proyek-proyek yang lebih besar dan berdampak 

lebih luas. 
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Kesimpulannya, Peran bank syariah dalam mendukung wakaf 

sangat penting dalam mengoptimalkan pengelolaan dan 

pengembangan dana wakaf. Melalui fungsi sebagai perantara dalam 

transaksi wakaf, program kemitraan dengan lembaga wakaf, dan 

dukungan pembiayaan untuk proyek wakaf, bank syariah mampu 

meningkatkan efektivitas dan dampak dari program-program wakaf. 

Keberadaan bank syariah tidak hanya memberikan jaminan 

keamanan dan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf tetapi 

juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

wakaf secara lebih luas dan mudah. Melalui pendekatan yang 

profesional dan inovatif, bank syariah dapat membantu mewujudkan 

potensi besar wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan 

sosial yang berkelanjutan. Dengan terus mendukung dan 

mengembangkan produk-produk keuangan syariah yang terkait 

dengan wakaf, bank syariah dapat memainkan peran yang semakin 

strategis dalam memajukan kesejahteraan umat melalui wakaf. 

2. Produk-Produk Keuangan Syariah untuk Mendukung Wakaf 

Pengelolaan wakaf yang optimal dapat memberikan kontribusi 

signifikan terhadap berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, 

dan kesejahteraan sosial. Dalam upaya untuk mendukung dan 

mengembangkan wakaf, produk-produk keuangan syariah 

memegang peranan penting.  

Instrumen keuangan syariah memainkan peran penting dalam 

mendukung wakaf. Salah satu produk keuangan syariah yang sangat 

relevan adalah wakaf tunai atau cash waqf. Wakaf tunai 

memungkinkan individu untuk mewakafkan uang yang kemudian 

dapat diinvestasikan oleh lembaga pengelola wakaf untuk 
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menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini digunakan untuk tujuan 

sosial dan amal sesuai dengan niat wakif (pemberi wakaf). 

Wakaf tunai menawarkan fleksibilitas dan kemudahan bagi 

masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam wakaf tanpa harus 

memiliki aset fisik yang besar. Ini juga memungkinkan mobilisasi 

dana dari masyarakat secara luas, sehingga potensi wakaf dapat 

dimaksimalkan. Selain itu, wakaf tunai dapat diinvestasikan dalam 

berbagai proyek produktif yang memberikan keuntungan 

berkelanjutan untuk mendukung kegiatan sosial. 

Produk lain yang mendukung wakaf adalah Sukuk Wakaf atau 

Waqf Bonds. Sukuk wakaf adalah instrumen keuangan yang 

menggabungkan prinsip sukuk (obligasi syariah) dengan konsep 

wakaf. Dalam sukuk wakaf, dana yang terkumpul dari penerbitan 

sukuk digunakan untuk membiayai proyek wakaf tertentu, seperti 

pembangunan fasilitas pendidikan atau kesehatan. Imbal hasil dari 

proyek ini digunakan untuk tujuan sosial yang ditentukan 

sebelumnya. Sukuk wakaf telah digunakan di beberapa negara 

sebagai cara untuk memobilisasi dana dalam jumlah besar untuk 

proyek wakaf yang membutuhkan investasi signifikan. 

Selain itu, produk seperti tabungan wakaf atau waqf savings 

accounts juga semakin populer. Produk ini memungkinkan individu 

untuk menyisihkan sebagian dari tabungan mereka untuk 

diwakafkan. Lembaga keuangan syariah kemudian mengelola dana 

tersebut dan menyalurkan hasilnya untuk kepentingan sosial sesuai 

dengan ketentuan wakif. Dengan adanya produk ini, wakaf menjadi 

lebih terintegrasi dengan kebiasaan menabung masyarakat, sehingga 

memudahkan partisipasi dalam wakaf. 
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Disisi lain, Pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif 

sangat penting untuk mendukung dan mengoptimalkan potensi 

wakaf. Salah satu inovasi yang signifikan adalah penggunaan 

teknologi dalam pengelolaan wakaf. Fintech syariah (teknologi 

finansial berbasis syariah) memainkan peran penting dalam 

menciptakan platform digital yang memudahkan masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam wakaf. 

Platform digital memungkinkan transparansi yang lebih besar 

dalam pengelolaan wakaf, karena semua transaksi dapat dilacak dan 

diaudit dengan mudah. Selain itu, platform digital juga 

memungkinkan akses yang lebih luas, sehingga masyarakat dari 

berbagai lapisan dapat berpartisipasi dalam wakaf dengan mudah. 

Contoh fintech syariah yang sukses dalam mendukung wakaf adalah 

Global Sadaqah, yang menyediakan platform online untuk wakaf 

tunai dan wakaf proyek. 

"Inovasi dalam produk keuangan syariah, seperti fintech syariah, 

telah membuka jalan baru untuk pengelolaan wakaf yang lebih efektif 

dan efisien". Platform fintech memungkinkan pengelolaan wakaf yang 

lebih transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Selain itu, fintech 

juga memungkinkan diversifikasi produk wakaf, sehingga lebih 

banyak pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan 

preferensi masyarakat. 

Produk inovatif lainnya adalah crowdfunding syariah untuk 

wakaf. Crowdfunding adalah metode penggalangan dana dari 

sejumlah besar orang, biasanya melalui platform online. Dalam 

konteks wakaf, crowdfunding syariah memungkinkan individu untuk 
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berkontribusi pada proyek wakaf tertentu, seperti pembangunan 

sekolah atau rumah sakit. Metode ini memungkinkan mobilisasi dana 

dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat, serta 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek wakaf. 

"Inovasi dalam investasi aset wakaf, seperti crowdfunding 

syariah, memungkinkan mobilisasi dana yang lebih luas dan efektif 

untuk proyek-proyek sosial". Crowdfunding syariah tidak hanya 

meningkatkan jumlah dana yang terkumpul tetapi juga meningkatkan 

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf. Ini 

memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan 

sosial dan ekonomi. 

3. Studi Kasus Keterlibatan Bank Syariah dalam Pengelolaan 

Wakaf 

Dalam era modern ini, bank syariah telah memainkan peran yang 

signifikan dalam mengelola wakaf, sebuah instrumen ekonomi dan 

sosial yang penting dalam masyarakat Islam. Salah satu contoh yang 

menonjol adalah peran Bank Muamalat Indonesia dalam pengelolaan 

wakaf di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia telah aktif dalam 

mendukung program-program wakaf yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, 

kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Sebagai contoh, bank ini 

telah memberikan pembiayaan untuk pendirian sekolah-sekolah 

wakaf dan pembangunan fasilitas kesehatan yang didanai oleh dana 

wakaf. Langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan akses 

masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, tetapi juga 

memberikan dampak sosial yang positif dalam meningkatkan 

kualitas hidup mereka. 
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Seiring dengan dukungan finansial, Bank Muamalat Indonesia juga 

memberikan layanan konsultasi dan manajemen kepada lembaga-

lembaga wakaf untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan dana 

wakaf secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini 

termasuk memberikan bantuan dalam merancang program-program 

yang berkelanjutan dan berkelanjutan serta melakukan pengawasan 

terhadap penggunaan dana wakaf. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh CEO Bank Muamalat Indonesia, 

"Kami percaya bahwa pengelolaan wakaf dengan prinsip-prinsip syariah 

bukan hanya tentang mencari keuntungan finansial, tetapi juga tentang 

memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan 

komitmen kami untuk mengutamakan kepentingan umum, kami 

berharap dapat menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan wakaf 

yang efektif." 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad et al. (2023), 

keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan wakaf telah terbukti 

memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan akses 

masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berperan sebagai 

lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan, tetapi juga sebagai 

mitra strategis dalam mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan dana 

wakaf untuk kepentingan umum. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Saleh et al. (2021) menyoroti 

pentingnya dukungan finansial dan manajemen yang diberikan oleh bank 

syariah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf. Studi ini 

menunjukkan bahwa bank syariah dapat berperan sebagai agen 
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perubahan yang signifikan dalam memajukan program-program wakaf 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Melalui keterlibatan aktif bank syariah dalam pengelolaan wakaf, 

harapan untuk menciptakan dampak sosial yang positif dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat menjadi kenyataan. 

 

 

B. PRODUK-PRODUK KEUANGAN SYARIAH TERKAIT WAKAF 

Pengembangan produk keuangan syariah terkait wakaf menjadi 

perhatian utama dalam memperkuat peran lembaga keuangan syariah 

dalam pengelolaan aset wakaf. Dalam konteks ini, produk keuangan 

syariah tidak hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi 

juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial umat. 

Produk-produk keuangan syariah terkait wakaf menawarkan pendekatan 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, 

transparansi, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pendekatan ini 

memberikan kesempatan bagi masyarakat Muslim untuk berpartisipasi 

aktif dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui kontribusi mereka 

dalam wakaf. Artikel ini akan menjelaskan secara mendalam tentang 

berbagai produk keuangan syariah terkait wakaf, termasuk instrumen 

investasi dan tabungan yang dirancang untuk mendukung pengelolaan 

wakaf secara efektif dan berkelanjutan. 

1. Instrumen Keuangan Syariah yang Mendukung Wakaf 

Wakaf telah lama menjadi salah satu instrumen penting dalam 

ekonomi Islam, tidak hanya sebagai sarana amal, tetapi juga sebagai 

alat untuk pembangunan sosial dan ekonomi umat. Dalam konteks 

ini, lembaga keuangan syariah memainkan peran krusial dalam 
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mendukung pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Berbagai 

instrumen keuangan syariah telah dikembangkan untuk 

memfasilitasi pengelolaan wakaf secara efektif, termasuk 

pembiayaan wakaf tunai (cash waqf), sukuk wakaf (wakaf bonds), 

dan tabungan wakaf (waqf savings accounts). 

Pembiayaan wakaf tunai merupakan salah satu instrumen 

keuangan syariah yang memungkinkan individu atau lembaga untuk 

menyumbangkan sejumlah dana kepada wakaf dalam bentuk uang 

tunai. Hal ini memungkinkan pengelolaan yang lebih fleksibel dan 

mempercepat pemanfaatan dana untuk kepentingan umum. Seperti 

yang dikatakan oleh Hasan, dkk. (2022), "Pembiayaan wakaf tunai 

memberikan alternatif yang efektif bagi individu dan lembaga untuk 

berkontribusi pada pengembangan wakaf dengan cepat dan mudah." 

(Hasan, dkk., 2022). 

Selain itu, sukuk wakaf juga merupakan instrumen penting dalam 

pengelolaan aset wakaf. Sukuk wakaf adalah obligasi syariah yang 

diterbitkan untuk mendanai proyek-proyek wakaf, seperti 

pembangunan sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur publik 

lainnya. Menurut penelitian oleh Ibrahim (2020), "Sukuk wakaf 

memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam 

pengembangan wakaf sambil mendapatkan imbal hasil yang sesuai 

dengan prinsip syariah." (Ibrahim, 2020). Hal ini memungkinkan 

pengumpulan dana yang besar dari berbagai investor untuk proyek 

wakaf yang memiliki dampak besar dalam masyarakat. 

Selanjutnya, tabungan wakaf merupakan produk keuangan 

syariah yang memungkinkan individu untuk menyisihkan sebagian 

dari pendapatannya untuk wakaf. Dengan tabungan wakaf, individu 
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dapat secara berkala menyumbangkan sejumlah dana yang kemudian 

akan dikelola oleh lembaga keuangan syariah untuk kepentingan 

umum. Menurut studi oleh Rahman (2021), "Tabungan wakaf 

memberikan kesempatan bagi masyarakat yang berpenghasilan 

rendah untuk berpartisipasi dalam pengembangan wakaf dengan 

kontribusi yang terjangkau." (Rahman, 2021). Hal ini memperluas 

aksesibilitas wakaf kepada berbagai lapisan masyarakat, sehingga 

memperkuat peran wakaf dalam pembangunan ekonomi dan sosial 

umat. 

Dalam keseluruhan, instrumen keuangan syariah seperti 

pembiayaan wakaf tunai, sukuk wakaf, dan tabungan wakaf memiliki 

peran penting dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan 

aset wakaf. Melalui berbagai produk keuangan ini, individu dan 

lembaga dapat berkontribusi secara efektif dalam pembangunan 

sosial dan ekonomi umat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang 

mendorong keadilan dan kesejahteraan bersama. 

2. Pengembangan Produk Keuangan Syariah Inovatif 

Produk keuangan syariah terus mengalami perkembangan yang 

signifikan untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin kompleks 

dan beragam. Inovasi menjadi kunci dalam menjawab tantangan ini, 

dengan menciptakan produk-produk yang lebih efisien, inklusif, dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, 

pengembangan produk keuangan syariah inovatif menjadi fokus 

utama bagi lembaga keuangan syariah di seluruh dunia. 

Salah satu contoh inovasi yang menarik adalah pengembangan 

sukuk berkelanjutan atau sukuk hijau. Sukuk berkelanjutan adalah 

instrumen keuangan yang diterbitkan untuk mendukung proyek-
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proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan sosial. 

Ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong 

keberlanjutan dan kesejahteraan umat manusia. Sebagian besar 

sukuk berkelanjutan disertifikasi oleh badan independen untuk 

memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan kriteria 

keberlanjutan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khan et al. (2021), sukuk 

berkelanjutan telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan 

dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dari jumlah 

penerbitan sukuk berkelanjutan yang terus meningkat dari tahun ke 

tahun. Sukuk berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat 

finansial bagi investor, tetapi juga memberikan dampak positif bagi 

lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sejalan 

dengan visi pembangunan berkelanjutan yang diadvokasi oleh 

prinsip-prinsip syariah. 

Selain itu, produk tabungan wakaf juga merupakan salah satu 

inovasi yang menarik dalam industri keuangan syariah. Tabungan 

wakaf memungkinkan individu untuk menyisihkan sebagian dari 

pendapatan mereka untuk disumbangkan ke dalam wakaf. Dana dari 

tabungan wakaf ini kemudian digunakan untuk mendukung berbagai 

program kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur. 

Dalam sebuah penelitian oleh Rahman et al. (2020), ditemukan 

bahwa tabungan wakaf telah menjadi pilihan yang populer di 

kalangan masyarakat Muslim yang peduli terhadap kesejahteraan 

umat. Kehadiran tabungan wakaf memberikan kesempatan bagi 

individu untuk berkontribusi secara aktif dalam upaya 
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pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Ini juga 

mencerminkan semangat berbagi dan solidaritas dalam ajaran Islam. 

Selain sukuk berkelanjutan dan tabungan wakaf, pengembangan 

teknologi finansial atau fintech juga menjadi tren penting dalam 

pengembangan produk keuangan syariah inovatif. Fintech 

memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan 

layanan keuangan yang lebih efisien, murah, dan mudah diakses oleh 

masyarakat. Contohnya adalah platform crowdfunding berbasis 

syariah yang memfasilitasi pengumpulan dana untuk proyek-proyek 

wakaf dan amal. 

Menurut penelitian oleh Khan et al. (2023), fintech syariah telah 

membuka peluang baru dalam memperluas akses keuangan bagi 

masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Melalui platform digital 

yang inovatif, individu dan lembaga dapat berpartisipasi dalam 

program-program wakaf dan investasi syariah dengan lebih mudah 

dan transparan. Hal ini memberikan kontribusi positif dalam 

mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan. 

Dengan terus berkembangnya inovasi dalam industri keuangan 

syariah, diharapkan dapat tercipta produk-produk yang lebih inklusif, 

berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal 

ini sejalan dengan misi lembaga keuangan syariah untuk menjadi 

agen perubahan yang membawa kesejahteraan bagi semua pihak 

secara adil dan berkelanjutan. 

3. Evaluasi Efektivitas Produk Keuangan Syariah dalam 

Pengelolaan Wakaf 

Produk keuangan syariah telah memainkan peran penting dalam 

pengelolaan wakaf, menyediakan instrumen-instrumen yang sesuai  
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dengan prinsip-prinsip syariah untuk memaksimalkan manfaat dari aset 

wakaf. Namun, untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut efektif 

dalam mencapai tujuan pengelolaan wakaf, perlu dilakukan evaluasi 

secara menyeluruh. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap berbagai 

aspek, termasuk ketersediaan, aksesibilitas, keberlanjutan, dan dampak 

sosial dari produk-produk keuangan syariah yang terkait dengan wakaf. 

Salah satu aspek yang penting dalam evaluasi efektivitas produk 

keuangan syariah adalah ketersediaan dan aksesibilitasnya bagi 

masyarakat yang ingin berwakaf. Dalam sebuah studi oleh Hasan dan 

Rahman (2023), mereka menemukan bahwa meskipun terdapat berbagai 

produk keuangan syariah yang didesain untuk mendukung wakaf, masih 

terdapat tantangan dalam aksesibilitas bagi masyarakat yang ingin 

berpartisipasi dalam pengelolaan wakaf. Hal ini dapat disebabkan oleh 

kurangnya pemahaman tentang produk-produk tersebut atau kendala 

regulasi yang menghambat partisipasi masyarakat dalam wakaf. Oleh 

karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah dan pemerintah untuk 

bekerja sama dalam meningkatkan aksesibilitas produk keuangan 

syariah terkait wakaf agar lebih banyak masyarakat dapat 

memanfaatkannya. 

Selain ketersediaan dan aksesibilitas, keberlanjutan produk 

keuangan syariah juga menjadi fokus evaluasi. Menurut penelitian oleh 

Aziz dan Nur (2021), keberlanjutan produk keuangan syariah terkait 

wakaf dapat dinilai dari kemampuannya untuk mempertahankan nilai 

aset wakaf secara berkelanjutan dan menghasilkan manfaat jangka 

panjang bagi masyarakat. Evaluasi ini melibatkan analisis terhadap 

performa investasi, keberlanjutan proyek-proyek yang didanai oleh 

wakaf, serta kemampuan produk keuangan syariah untuk mengatasi 
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tantangan eksternal seperti perubahan kondisi pasar atau regulasi. 

Dengan memastikan keberlanjutan produk keuangan syariah, diharapkan 

aset wakaf dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan 

berkembang seiring waktu. 

Dalam konteks evaluasi efektivitas produk keuangan syariah dalam 

pengelolaan wakaf, penting juga untuk memperhatikan dampak sosial 

dari produk-produk tersebut. Menurut penelitian oleh Jamal dan Hidayat 

(2022), produk keuangan syariah yang terkait dengan wakaf dapat 

memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan 

kesejahteraan sosial. Evaluasi ini melibatkan pengukuran terhadap 

dampak sosial yang dihasilkan oleh investasi wakaf, termasuk tingkat 

akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan 

kualitas hidup bagi masyarakat yang menerima manfaat dari wakaf. 

Dengan memahami dampak sosial dari produk keuangan syariah terkait 

wakaf, lembaga keuangan dan pemerintah dapat merancang strategi yang 

lebih efektif untuk meningkatkan manfaat sosial dari pengelolaan wakaf. 

Dari kutipan-kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

efektivitas produk keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf 

melibatkan analisis terhadap ketersediaan dan aksesibilitas produk, 

keberlanjutan investasi, serta dampak sosial yang dihasilkan. Dengan 

melakukan evaluasi yang komprehensif, diharapkan produk-produk 

keuangan syariah dapat lebih efektif dalam mendukung pengelolaan dan 

pemanfaatan aset wakaf untuk kepentingan umat. 
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C. INOVASI KEUANGAN SYARIAH UNTUK OPTIMALISASI WAKAF 

Inovasi Keuangan Syariah menjadi kunci penting dalam 

mengoptimalkan pengelolaan wakaf, sebuah instrumen tradisional 

dengan potensi besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam 

era modern ini, teknologi finansial dan produk keuangan syariah yang 

inovatif menawarkan solusi baru untuk meningkatkan efisiensi dan 

transparansi dalam pengelolaan wakaf. Dengan melihat peran bank 

syariah, fintech, dan model investasi berkelanjutan, artikel ini 

mengeksplorasi bagaimana inovasi keuangan syariah dapat memperkuat 

pemanfaatan dan pengelolaan wakaf secara lebih efektif, sambil 

mengatasi tantangan regulasi dan sosial yang ada. 

1. Penggunaan Teknologi Finansial dalam Pengelolaan Wakaf 

Pengelolaan wakaf, salah satu instrumen penting dalam 

masyarakat Islam, telah mengalami transformasi signifikan dengan 

adopsi teknologi finansial. Teknologi finansial, atau lebih dikenal 

dengan fintech, telah membuka berbagai peluang baru dalam 

mengelola dan mengoptimalkan manfaat dari aset wakaf. Dengan 

kemajuan teknologi, pengelola wakaf dan lembaga perwakafan dapat 

memanfaatkan platform digital dan aplikasi khusus untuk 

meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas dalam 

pengelolaan wakaf. Sebagai dampaknya, hal ini dapat memperluas 

dampak positif dari wakaf dalam mendukung pembangunan sosial, 

ekonomi, dan keberlanjutan masyarakat. 

Salah satu aspek penting dari penggunaan teknologi finansial 

dalam pengelolaan wakaf adalah penerapan teknologi blockchain. 

Blockchain, sebagai basis dari mata uang kripto seperti Bitcoin, 

Ethereum, dan lainnya, menawarkan sistem terdesentralisasi yang 
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aman dan transparan. Dalam konteks pengelolaan wakaf, teknologi 

blockchain memungkinkan pencatatan dan pelacakan transaksi 

wakaf dengan cara yang lebih efisien dan terpercaya. Dengan sistem 

yang terdesentralisasi, data transaksi wakaf dapat disimpan dengan 

aman dan tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan kepercayaan 

dan transparansi bagi semua pihak yang terlibat (Smith, 2022). 

Selain itu, penggunaan aplikasi dan platform digital juga telah 

menjadi tren dalam pengelolaan wakaf. Berbagai aplikasi khusus 

telah dikembangkan untuk membantu pengelola wakaf dalam 

melacak dan mengelola aset wakaf dengan lebih efisien. Aplikasi ini 

menyediakan fitur-fitur seperti pelaporan keuangan otomatis, 

manajemen inventaris aset, dan komunikasi yang lebih baik antara 

pengelola wakaf dan para stakeholder. Dengan adopsi aplikasi dan 

platform digital, pengelola wakaf dapat menghemat waktu dan 

sumber daya dalam administrasi sehari-hari, sehingga dapat fokus 

pada upaya-upaya yang lebih strategis untuk meningkatkan manfaat 

dari aset wakaf (Jones, 2023). 

Dengan demikian, penggunaan teknologi finansial, terutama 

teknologi blockchain dan aplikasi digital, telah membawa perubahan 

positif dalam pengelolaan wakaf. Namun, untuk memaksimalkan 

potensi teknologi finansial dalam pengelolaan wakaf, diperlukan 

kolaborasi antara pengelola wakaf, lembaga perwakafan, pemerintah, 

dan sektor swasta. Langkah-langkah ini termasuk penyediaan 

infrastruktur teknologi yang memadai, pendidikan dan pelatihan 

untuk para pengelola wakaf, serta regulasi yang mendukung 

perkembangan teknologi finansial dalam konteks pengelolaan wakaf 

(Brown, 2021). 
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Dalam konteks pengelolaan wakaf, teknologi finansial telah 

membawa dampak positif yang signifikan. Dengan adopsi teknologi 

blockchain dan aplikasi digital, pengelola wakaf dapat meningkatkan 

transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas dalam mengelola aset wakaf. 

Namun, untuk memaksimalkan potensi teknologi finansial dalam 

pengelolaan wakaf, diperlukan kolaborasi dan dukungan dari 

berbagai pihak terkait. 

2. Inovasi dalam Investasi Aset Wakaf 

Investasi dalam aset wakaf telah menjadi fokus utama bagi 

banyak lembaga keuangan syariah di seluruh dunia. Namun, dengan 

berkembangnya zaman dan perubahan dinamika pasar, inovasi dalam 

investasi aset wakaf menjadi semakin penting untuk 

mengoptimalkan pengelolaan dan pertumbuhan aset wakaf. Salah 

satu inovasi terkini yang menarik perhatian adalah pengembangan 

model investasi berkelanjutan untuk aset wakaf. 

Model investasi berkelanjutan untuk aset wakaf menawarkan 

pendekatan yang holistik, yang tidak hanya memperhitungkan 

keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari 

investasi tersebut. Dengan memperhitungkan faktor-faktor ESG 

(Environmental, Social, and Governance), model ini bertujuan untuk 

menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan 

sekitar. 

Menurut Ahmad et al. (2022), penelitian mereka menunjukkan 

bahwa model investasi berkelanjutan untuk aset wakaf dapat 

menghasilkan keuntungan finansial yang kompetitif sambil secara 

positif memengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka 

mencatat bahwa pendekatan ini telah berhasil diterapkan dalam 
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berbagai proyek wakaf di berbagai negara, termasuk Indonesia, 

Malaysia, dan Turki. 

Selain itu, penggunaan crowdfunding juga menjadi salah satu 

inovasi yang menjanjikan dalam investasi aset wakaf. Dengan 

memanfaatkan platform crowdfunding, individu dan lembaga dapat 

berpartisipasi dalam pembiayaan proyek wakaf secara kolektif. Hal 

ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dan 

mempercepat pengumpulan dana untuk proyek wakaf yang 

bermanfaat. 

Seperti yang disebutkan oleh Rahman (2021), dalam 

penelitiannya tentang potensi crowdfunding dalam pengembangan 

aset wakaf di Bangladesh, platform crowdfunding telah terbukti 

efektif dalam meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat 

dalam proyek-proyek wakaf. Dengan demikian, crowdfunding 

menjadi salah satu alat yang kuat dalam diversifikasi sumber dana 

untuk investasi aset wakaf. 

Dalam menghadapi kompleksitas pasar dan tuntutan sosial yang 

semakin tinggi, inovasi dalam investasi aset wakaf menjadi semakin 

penting. Melalui pendekatan berkelanjutan dan pemanfaatan 

teknologi seperti crowdfunding, investasi aset wakaf dapat menjadi 

instrumen yang lebih efektif dalam mencapai tujuan sosial, 

lingkungan, dan finansialnya. 

3. Potensi dan Tantangan dalam Penerapan Inovasi Keuangan 

Syariah 

Inovasi keuangan syariah menawarkan potensi besar dalam 

memajukan ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam. Namun, seperti 

halnya dengan setiap inovasi, terdapat pula tantangan yang perlu 
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pengelolaannya. Dengan demikian, akan tercipta kesadaran dan 

keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat dalam menjaga 

keberlangsungan wakaf. 

f. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas 

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf 

merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi. Lembaga perwakafan 

perlu secara rutin melakukan pelaporan keuangan dan kinerja 

kepada publik. Selain itu, audit independen juga perlu dilakukan 

secara berkala untuk memastikan integritas dan keberlanjutan 

pengelolaan wakaf. 

g. Penguatan Peran Pendidikan dan Penelitian 

Peran pendidikan dan penelitian dalam memperkuat pengelolaan 

wakaf juga tidak boleh diabaikan. Universitas dan lembaga 

pendidikan Islam perlu meningkatkan kurikulum dan penelitian yang 

terkait dengan wakaf. Hal ini akan menciptakan lebih banyak tenaga 

ahli dan pemikir yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam 

pengembangan pengelolaan wakaf. 

h. Pembentukan Forum Diskusi dan Kolaborasi 

Pembentukan forum diskusi dan kolaborasi antara pemangku 

kepentingan dalam pengelolaan wakaf menjadi langkah penting 

dalam menciptakan sinergi dan inovasi. Melalui pertemuan rutin dan 

kolaborasi lintas sektor, dapat tercipta platform untuk bertukar 

informasi, pengalaman, dan ide-ide terbaik dalam pengelolaan wakaf. 

Dengan kerjasama yang solid antara berbagai pihak terkait serta 

penerapan inovasi dan teknologi, potensi wakaf sebagai instrumen 

penggerak pembangunan ekonomi dan sosial umat dapat 

dioptimalkan secara maksimal. 
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